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Abstract: BPJS’s main objective is to realize social service effectively 
DQG�HIÀFLHQWO\��7KHUH�DUH�WZR�NLQGV�RI �WKH�%3-6�SURJUDP�HVWDEOLVKHG�
by the government, namely health and manpower BPJS. The former 
provides health insurance while the latter offers a wider service, such 
as work accident insurance, pension, and death insurance for labors. 
BPJS adopts al-Ta’mìn principles that aim to encourage mutual 
assistance amongst BPJS members. This articles attempts to analyze 
BJPS ends and its at-ta’im principles from the point of  view of  qiyas 
(analogy) to establish the connection (LOKjT) between the legal status 
of  BPJS and al-Ta’mìn

Keywords: ,OKDT��&RQFHSW�RI �%3-6��DO�WD
PuQ  
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Abstrak:Lembaga BPJS dibentuk sebagai wadah untuk melaksanakan 
SURJUDP� MDPLQDQ� VRVLDO� DJDU� HIHNWLI � GDQ� HÀVLHQ�� %3-6� \DQJ�
ditawarkan oleh pemerintah ada dua macam, yaitu BPJS Kesehatan 
dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan 
program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS ketenagakerjaan 
menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan 
hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Lembaga BPJS 
mengadopsi konsep DO�WD·PuQ yang bertujuan untuk saling tolong 
menolong antara anggota BPJS. Melihat tujuan BPJS dan al-
7D·PuQ, peneliti merasa tergugah untuk mengkaji kasus ini dengan 
menggunakan pendekatan TL\DV, demi mencapai titik temu (LOKjT) 
antara hukum BPJS dengan DO�WD·PuQ. 

Kata kunci: ,OKDT��.RQVHS�%3-6��DO�7D·PuP

____________________________________________________
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A. Pendahuluan

Hukum Islam adalah ketentuan Allah SWT yang berhubungan dengan 
segala perbuatan orang-orang PXNDOODI �(yang dibebankan hukum). Baik ketentuan 
itu berupa WKDODEDQ (ketentuan untuk melakukan dan meninggalkan), WDNK\LUDQ 
(memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau ZDG·DQ (menetapkan 
sesuatu sebagai sebab, syah, syarat, atau PDQL’/penghalang).1 Ketentuan Allah 
SWT ini pada awalnya hanya berlandaskan pada al-Qur’an dan Nabi, sehingga 
para sahabat tidak perlu bersusah payah untuk menyelesaikan suatu kasus. 
Karena semuanya dapat diselesaikan di hadapan Nabi Muhammad saw. Akan 
tetapi setelah sepeninggal  Nabi saw., banyak kasus baru yang bermunculan dan 
membutuhkan penyelesaian. Sementara untuk menyelesaikan kasus-kasus baru 
menggunakan dalil al-Qur’an dan al-Hadith saja tidak cukup memadai. Sebab, di 
dalam al-Qur’an dan al-Hadith tidak menjelaskan secara rinci semua kasus yang 
dihadapi ummat muslim. Kondisi ini menuntut para sahabat untuk melakukan 
kajian sendiri tentang persoalan yang dihadapi dengan tetap berpegang teguh 
pada al-Qur’an dan al-Hadith. Kajian yang dilakukan oleh para sahabat terus 
dilakukan oleh para WDEL·LQ�dan WDEL·LW�DW�WDEL·LQ. Namun, karena sangat jauhnya 
masa yang memisahkan antara WDEL·LQ dan Nabi saw., maka pemahaman mereka 
tentang al-Qur’an dan al-Hadith kadangkala mengalami kekeliruan. Oleh 
karena itu, mereka membuat suatu metode untuk memahami al-Qur’an dan 
al-Hadith, sehingga lahirlah ilmu 8rXO�)LTK�

Peletak pertama terbentuknya ilmu 8rXO� )LTK� DGDODK� ,PDP� 6\DÀ·L��

0HQXUXW�,PDP�6\DÀ·L��XQWXN�PHPXWXVNDQ�VXDWX�KXNXP��PDND�KDUXV�PHODOXL�

beberapa tahap. Pertama dengan mengacu pada dalil QDTOL, yaitu al-Qur’an 
dan al-Hadith. Bila keduanya tidak dapat menyelesaikan suatu kasus, maka 
menggunakan nalar, yaitu berijtihad. Jika ijtihad dilakukan bersama-sama 
dan menghasilkan suatu kesepakatan, maka dinamakan LMPj·. Ijtihad yang 
GLPDNVXG� ,PDP� 6KjÀ
u� DGDODK� TL\jV.2  Dengan demikian, TL\jV memegang 
peranan penting dalam perkembangan hukum Islam. Karena hukum Islam ini 
menggambarkan tentang aturan Allah SWT yang bertujuan untuk mengatur 
tatanan kehidupan sosial. Sehingga hukum Islam ini membentuk manusia 
agar tidak bertindak sebebas-bebasnya tanpa menghiraukan kebebasan orang 

1Abdul Wahhab Khallaf, ¶,OPX� 8VKXO� DO�)LTK� (Cairo: Dar al-Qalam), 1978, hal.100. Teks 
Arabnya:

?¤uÇ�Ç@�>�Ê��Ç@�?G¸{��¬¸´�>�º?¤«?F�±¸¤K�>�¦e?n·>�I?í]�ÈÃ�7��Ê·ÈqÚ>�\Ùíq>����Ë£fn·>�½´�>+
2,PDP�6\DÀ·L��$U�5LVDODK��KDO����
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lain. Begitu juga seharusnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia 
terhadap rakyatnya. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang 
Dasar 1945 beserta amandemen, pasal 34 mengamanahkan kepada Negara 
untuk memberikan kesejahteraan sosial kepada warga Negaranya. Ayat (2) 
dari pasal tersebut berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial 
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Ayat ini mengandung arti 
bahwa Negara harus terus mengembangkan sistem jaminan sosial untuk warga 
Negaranya, terutama warga Negara yang lemah dan tidak mampu. Karena pada 
ayat sebelumnya, ayat (1) menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar 
dipelihara oleh Negara. Selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan bahwa Negara 
bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 
umum yang layak.3

Ayat 1, 2 dan 3 tersebut mewajibkan kepada Negara untuk menyediakan 
fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang layak bagi warga Negaranya. Hal 
ini disebabkan karena kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam 
kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kewajiban tersebut, 
Negara membentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional.4 Dalam Undang-Undang ini Negara memberikan 
jaminan kepada semua warga Negara untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan dengan baik, dengan sistem dan prosedur yang telah ditentukan 
oleh Negara. Selanjutnya, untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut, 
Negara memandang perlu membentuk sebuah badan yang akan menjadi 
penyelenggara dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional tersebut agar apa yang 
menjadi harapan dan tujuan dari Undang-Undang tersebut dapat terlaksana 
dengan baik dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Oleh karena itu, 
dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Kesehatan, Negara membentuk sebuah badan yang dinamakan Badan 
Penyelenggara Jaminan Kesehatan.5 Badan ini dibentuk sebagai penyelenggara 
sekaligus pengawas dari pelaksanaan SJSN. Badan ini yang akan berhubungan 
langsung dengan warga Negara yang ikut serta sebagai peserta dari BPJS.

3UUD ’45 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Karya Simpati 
Mandiri, hal.27.

4Selanjutnya disingkat UU SJSN
5Selanjutnya disingkat UU BPJS
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Sebagai produk legislasi Negara, UU SJSN dan UU BPJS ini pun tidak 
lepas dari pro dan kontra dari masyarakat, salah satunya adalah mengenai 
hukum dari mengikuti BPJS ini, terutama disini adalah ketika UU ini kita 
kaitkan dengan hukum Islam. Mengingat kesempurnaan hukum Islam dalam 
mengatur perilaku ummatnya, sehingga sebagai ummat perlu kiranya kita 
mengkaji setiap produk hukum yang dibentuk oleh Negara agar jangan sampai 
pelaksanaan kewajiban sebagai warga Negara bertentangan dengan hukum 
agama yang kita anut. Apabila kita memperhatikan pelaksanaan BPJS yang 
terjadi selama ini di masyarakat, maka sangat erat hubungannya dengan konsep 
DO�WD·PuQ dalam hukum Islam. Yaitu, lembaga yang mengadopsi konsep DO�WD·PuQ 
yang bertujuan untuk saling tolong menolong antara anggota BPJS dengan 
memberikan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan 
pensiun, dan jaminan kematian. Melihat tujuan BPJS dan DO�WD·PuQ, peneliti 
merasa tergugah untuk mengkaji kasus ini dengan menggunakan pendekatan 
TL\DV, demi mencapai titik temu (LOKDT) antara hukum BPJS dengan DO�WD·PuQ. 
Oleh karena itu, disini penulis mencoba mengkaji bagaimana sebenarnya LOKDT�
konsep BPJS yang dilaksanakan oleh warga Negara dan Negara (dalam hal ini 
adalah BPJS) dengan konsep DO�WD·PuQ�perspektif  TL\DV, mengingat disini warga 
Negara sebagai peserta yang harus membayarkan angsuran (premi) dan Negara 
sebagai pelaksana.

B. Konsep BPJS

Sejarah berdirinya lembaga BPJS kesehatan berawal pada tahun 1968,  
pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur 
pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS 
dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan keputusan presiden 
nomor 230 tahun 1968. Menteri kesehatan membentuk Badan Khusus di 
lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu BPDPK (Badan Penyelenggara 
Dana Pemeliharaan Kesehatan), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada 
waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai cikal bakal Asuransi 
Kesehatan Nasional. Program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta 
dan dikelola secara profesional semakin ditingkatkan oleh pemerintah pada 
tahun 1984 dan menerbitkan PP nomor 22 tahun 1984 tentang pemeliharaan 
kesehatan bagi PNS, penerima pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) 
beserta anggota keluarganya. Dengan PP nomor 23 tahun 1984, status badan 
penyelenggara diubah menjadi perusahaan umum Husada Bhakti. Kepesertaan 
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program  jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada 
Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota 
keluarganya diatur pada PP nomor 69 tahun 1991. Disamping itu, perusahaan 
diizinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan 
lainnya sebagai peserta sukarela dan pada tahun 1992 status Perum diubah 
PHQMDGL�3HUXVDKDDQ�3HUVHURDQ��37�3HUVHUR��GHQJDQ�SHUWLPEDQJDQ�ÁHNVLELOLWDV�

pengelolaan keuangan, kontribusi kepada pemerintah dapat dinegosiasi 
untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri. 
Pada tahun 2005, PT. Askes (Persero) diberi tugas oleh pemerintah melalui 
Departemen Kesehatan RI nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan nomor 
56/MENKES/SK/I/2005, sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan 
Masyarakat Miskin (PJKMM/ASKESKIN) dan pada tanggal 1 Januari tahun 
2014, PT Askes Indonesia (Persero) berubah nama menjadi BPJS Kesehatan 
sesuai dengan UU no 24 tahun 2011 tentang BPJS.6

Sejarah berdirinya BPJS di atas menggambarkan kepedulian pemerintah 
terhadap jaminan kesehatan terhadap masyarakat. Sehingga BPJS ini merupakan 
badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan 
sosial Nasional.7 

UU BPJS pasal 1 angka 1 menyebutkan  bahwa BPJS adalah badan hukum 
yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.8 Berdasarkan 
pengertian itu, BPJS menjadi satu-satunya badan hukum milik Negara sebagai 
pelaksana dari program pemerintah dalam rangka memberikan jaminan sosial 
kepada masyarakat. Selanjutnya angka 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud 
dengan jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk 
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya 
yang layak.9

Menurut Sentanoe Kertonegoro jaminan sosial dapat diartikan secara 
sempit dan secara luas. Pengertian secara luas, yakni jaminan sosial meliputi 
berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah. 

6Id.m.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan, 01 April 2015
7Buku Saku FAQ (Frequently Asked Questions) BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, 

2013, Jakarta, hal:02
8Pasal 1 angka 1 UU BPJS
9Pasal 1 angka 2 UU BPJS
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Usaha-Usaha tersebut dikelompokkan dalam empat kegiatan usaha utama, 10 
yaitu :

��� 6RFLDO� 6HUYLFH� yaitu usaha-usaha yang berupa pencegahan dan 
pengembangan, seperti usaha-usaha di bidang kesehatan, keagamaan, 
keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum, dan lain-lain.

��� 6RFLDO� $VVLVWDQFH�� yaitu usaha-usaha yang berupa pemulihan dan 
penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim 
piatu, penderita cacat dan berbagai ketunaan.

��� 6RFLDO� ,QIUD�6WUXFWXUH� yaitu berupa pembinaan, dalam bentuk perbaikan 
gizi, perumahan, transmigrasi, koperasi dan lain-lain.

��� 6RFLDO�,QVXUDQFH��yaitu usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan 
yang khusus ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan 
inti tenaga pembangunan dan selalu menghadapi resiko-resiko sosial 
ekonomis.

'DUL�NDWHJRUL�GL�DWDV��VHFDUD�GHÀQLWLI �SHQJHUWLDQ� MDPLQDQ�VRVLDO� WHUVHEXW�

dapat kita temukan dalam UU SJSN pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa 
jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin 
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.  
Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa rakyat mempunyai hak untuk dapat 
memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya. Tidak mengenal kaya atau pun 
miskin, tidak kenal pejabat ataupun rakyat biasa, semuanya mempunyai hak 
untuk mendapatkan jaminan sosial tersebut. Pemerintah sebagai penyelenggara 
berkewajiban untuk memenuhi hak rakyat tersebut. Oleh karena itu, Negara 
melaksanakan sebuah sistem yang disebut Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

Pasal 1 angka 2 UU SJSN menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah suatu cara penyelenggaraan 
program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. 
Sesuai dengan pasal 3 UU SJSN, SJSN diselenggarakan untuk memberikan 
jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta 
dan/atau anggota keluarganya. Pasal ini menjelaskan tentang kebutuhan 
dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, 
demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk 

10�=DHQL� $V\KDGLH������+XNXP� .HUMD�� +XNXP� .HWHQDJDNHUMDDQ� ELGDQJ� +XEXQJDQ� .HUMD�
5DMD*UDÀQGR�3HUVDGD�-DNDUWD�+DO�����
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melaksanakan kewajiban tersebut dan demi tercapainya tujuan mulia dari UU 
ini, melalui UU SJSN ini Negara membentuk sebuah badan yang berbadan 
hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang 
disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS ini dibentuk 
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial.

BPJS menyelenggarakan Jaminan Sosial Nasional ini berdasarkan 
asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia.11 Selanjutnya JSN ini dilaksanakan berdasarkan prinsip 
kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, 
portabilitas, kepesertaan bersifat  wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan 
Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program 
dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.12 Program Jaminan Sosial 
yang dilaksanakan oleh pemerintah meliputi jaminan kesehatan, jaminan 
kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. 
%HUGDVDUNDQ�KDO�WHUVHEXW��%3-6�\DQJ�GLEHQWXN�ROHK�SHPHULQWDK�GLNODVLÀNDVLNDQ�

menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.13 
BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan 
BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, 
jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.14

Lembaga BPJS dibentuk sebagai wadah untuk melaksanakan program 
MDPLQDQ� VRVLDO� DJDU� OHELK� HIHNWLI � GDQ� HÀVLHQ�� VHKLQJJD� GLKDUDSNDQ� SURJUDP�

jaminan sosial ini dapat segera terlaksana. Pemerintah memberikan target 
agar pada tahun 2019 semua warga Negara Indonesia telah terdaftar sebagai 
peserta BPJS, dengan begitu jaminan sosial ini diharapkan mampu dinikmati 
oleh seluruh warga Negara.

Jaminan sosial merupakan hak dari setiap warga Negara. Akan tetapi dalam 
UU SJSN dan UU BPJS, disebutkan bahwa jaminan sosial yang akan diberikan 
oleh pemerintah akan diberikan kepada peserta yang telah membayar iuran. 
Adapun dalam UU BPJS pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa peserta adalah setiap 
orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di 

11  Pasal 2 UU SJSN
12  Pasal 4 UU SJSN
13  Pasal 5 ayat (2) UU BPJS
14  Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU BPJS
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Indonesia yang telah membayar iuran. Selanjutnya pada angka 6 disebutkan 
bahwa iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, 
pemberi kerja dan/atau pemerintah. Dari sini dapat kita lihat, jika kita kaitkan 
dengan hukum perjanjian bahwa jaminan sosial sebagai produk yang dimiliki 
oleh Negara dan BPJS sebagai badan pelaksanaan serta warga Negara sebagai 
peserta, maka akan muncul jaminan sosial sebagai produk/objek perjanjian 
dan pemerintah dan warga Negara sebagai para pihaknya. Jika kita membahas 
tentang akad yang dilaksanakan oleh para pihak, maka peristiwa hukum yang 
terjadi yang menyebabkan munculnya hak dan kewajiban bagi para pihak adalah 
adanya pendaftaran yang dilakukan oleh peserta kepada BPJS. Ketika peserta 
mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS maka sejak saat itulah peserta tersebut 
dapat menikmati manfaat dari Jaminan Sosial Nasional dan berkewajiban untuk 
membayar iuran, sedangkan Negara berkewajiban untuk memberikan jaminan 
sosial yang dibutuhkan oleh peserta. 

C. Al-Ta’mìn dalam Pandangan Hukum Islam

$O�7D·PuQ�berasal dari kata ( ó� ­YóÌ) yang mempunyai makna memberi rasa 
aman, ketenangan, perlindungan, dan bebas dari rasa takut.15 Sedangkan al-

WD·PuQ secara bahasa adalah jaminan (asuransi), tanggungan dan garansi.16 
Penanggung disebut PX·DPPLQ dan yang tertanggung disebut PX·DPPDQ�ODKX 
atau� PXVWD·PLQ. Adapun DO�WD·PuQ secara istilah adalah suatu metode yang 
bertujuan memelihara manusia dari resiko (ancaman) bahaya yang akan terjadi 
dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam aktivitas 
ekonominya. Sehingga, sistem asuransi adalah sistem WD·jZ�Q dan WDëjPXQ 
yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-
musibah oleh sekelompok tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah 
tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.17 Sedangkan menurut 
Muhaimin lqbal, asuransi adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang 
memenuhi ketentuan syari’ah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan 

15  Makna Ü~���GLDPELO�GDUL�ÀUPDQ�$OODK�6:7�GDODP�VXUDW�4XUDLV\�\DQJ�EHUEXQ\L�
{1�7oÉf¯Z { ç®âÈ à]� âÁæ»� â½áÄàÀà»BàÇZ
'LDODK�$OODK�\DQJ�PHQJDPDQNDQ�PHUHND�GDUL�UDVD�WDNXW���4�6��4XUDLV\���
16  Atabik ‘Ali, .DPXV�.UDI\DN�DO�$VKUL��������0XOWL�.DU\D�*UDÀND�3RQGRN�3HVDQWUHQ�.UDS\DN��

Yogyakarta, hal. 389
17  Muhammad Syakir Sula, 2004, $VXUDQVL� 6\DUL·DK� �/LIH� DQG� *HQHUDO�� .RQVHS� GDQ� 6LVWHP�

2SHUDVLRQDO , Gema lnsani Press, Jakarta,  hal. 29.
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peserta dan operator. Serta syari’ah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam 
al-Qur’an dan al-Hadith.18

:DKEDK�=XKDLOL�PHPEHULNDQ�GHÀQLVL�DO�7D·PuQ berdasarkan pembagian-
nya. Beliau membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu DO�WD·PuQ�WD·jZXQu dan al-

7D·PuQ�EL�TLVW�VDELW. $O�7D·PuQ�WD·DZXQL adalah kesepakatan yang dilakukan oleh 
sekelompok orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika 
salah seorang di antara mereka mendapat PXëDUDW. Sedangkan DO�WD·PuQ�EL�TLVWLQ�
VDELW adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada 
pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian 
apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.19 

Praktik DO�7D·PuQ ini pernah terjadi pada masa Nabi Yusuf  as. yaitu ketika 
Nabi Yusuf  menafsiri mimpi raja Firaun tentang mimpi sungai nil mengering, 
lalu keluar dari sungai nil 7 sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi 
betina yang kurus-kurus dan 7 bulir (gandum) yang hijau dan 7 bulir lainnya 
yang kering. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surat Yusuf  ayat 43 yang 
berbunyi:

� çM àÙáGâÀ ái�à¥âG àiàÇ� ä®? àSæ£� ä¥âG ài� èÁáÄá̧ á³âAàÉ� çÂ? à æ�� çM>àfà°àF� à¥âG ài�Ðàeà@�Ëì¿æD� áµæ̧àâ�>� àº?à̄ àÇ
� àÂÇáá�â¤àJ�?àÉ âÖéf¸æ·� â½áKâÀá³� âÂæD� àÌ?àÉ âÖáe� æ��Ëæ¿ÈáKâ«à@�á àÛàâ�>�?àÄéÉà@�?àÉ� çM? àjæF?àÉ�àf à]á@àÇ�çf âv á]

´5DMD�EHUNDWD��NHSDGD�RUDQJ�RUDQJ�WHUNHPXND�GDUL�NDXPQ\D���´6HVXQJJXKQ\D�

DNX� EHUPLPSL� PHOLKDW� WXMXK� HNRU� VDSL� EHWLQD� \DQJ� JHPXN�JHPXN� GLPDNDQ�

ROHK� WXMXK� HNRU� VDSL� EHWLQD� \DQJ� NXUXV�NXUXV� GDQ� WXMXK� EXOLU� �JDQGXP�� \DQJ�

KLMDX�GDQ�WXMXK�EXOLU�ODLQQ\D�\DQJ�NHULQJµ��+DL�RUDQJ�RUDQJ�\DQJ�WHUNHPXND��

´7HUDQJNDQODK� NHSDGDNX� WHQWDQJ� WD·ELU� PLPSLNX� LWX� MLND� NDPX� GDSDW�

PHQD·ELUNDQ�PLPSLµ��(Qs. Yusuf  (12):43)

Mimpi Raja Firaun ini ditafsirkan oleh Nabi Yusuf  as. dengan makna: 
Mesir akan mengalami masa 7 tahun panen yang melimpah dan diikuti dengan 
masa 7 tahun paceklik. Untuk menghadapi masa paceklik itu, Nabi Yusuf  as. 
menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen rakyat pada masa 7 
tahun pertama dan disimpan digudang kerajaan yang sengaja disediakan untuk 

18Muhaimin lqbal,2005, $VXUDQVL� 8PXP� 6\DUL·DK� GDODP� 3UDNWLN�8SD\D�PHQJKLODQJNDQ�*KDUDU��
0DLVLU��GDQ�5LED, Gema Insani Press, Jakarta, hal. 2.

19'U��:DKEDK�=XKDLOL��)LTKX�DO�,VODPL�ZD�$GLOODWXKX, 1985, Damaskus, Dar al-Fikri, jus.4, hal. 
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penyimpanan hasil panen rakyat. Saran dari Nabi Yusuf  as. ini diikuti oleh Raja 
Firaun, sehingga masa paceklik dapat ditangani dengan baik. Hal ini diabadikan 
dalam al-Qur’an surat Yusuf, yang berbunyi:

� àÂÈá̧ á³âAàJ�?èæ�� ãÙÊæ̧à̄ � èØæD�æÅæ̧áGâÀ ái� æ��áÆÇáeàdà«�âá� âb àr àV�?à¼à«�?ãFà@àa�à�æÀ æi�à¥âG ài� àÂÈá£àeâhàJ� àº?à̄
�?èæ�� ãÙÊæ̧à̄ � èØæD � èÁáà�� â½áKâ» èbà̄ �?à»� àÁâ̧ á³âAàÉ �äa>àb æm� ä¥âG ài� àµæ·àc� æbâ¤àF � âÁæ»�ËæJâAàÉ � è½áN �%47&
� àÂÇáf ærâ¤àÉ�æÅÊæ«àÇ� ál?èÀ·>� áQ?à̈ áÉ�æÅÊæ«�ä¾?à£� àµæ·àc� æbâ¤àF� âÁæ»�ËæJâAàÉ� è½áN�%48&� àÂÈáÀ ærâ á�

%49&

´<XVXI �EHUNDWD��´6XSD\D�NDPX�EHUWDQDP�WXMXK�WDKXQ��ODPDQ\D��VHEDJDLPDQD�

ELDVD��PDND�DSD�\DQJ�NDPX�WXDL�KHQGDNODK�NDPX�ELDUNDQ�GLEXOLUQ\D�NHFXDOL�

VHGLNLW� XQWXN� NDPX� PDNDQ� ������ .HPXGLDQ� VHVXGDK� LWX� DNDQ� GDWDQJ� WXMXK�

WDKXQ� \DQJ� DPDW� VXOLW�� \DQJ� PHQJKDELVNDQ� DSD� \DQJ� NDPX� VLPSDQ� XQWXN�

PHQJKDGDSLQ\D� �WDKXQ� VXOLW��� NHFXDOL� VHGLNLW� GDUL� �ELELW� JDQGXP�� \DQJ� NDPX�

VLPSDQ�������.HPXGLDQ�VHWHODK�LWX�DNDQ�GDWDQJ�WDKXQ�\DQJ�SDGDQ\D�PDQXVLD�

GLEHUL�KXMDQ��GHQJDQ�FXNXS��GDQ�GLPDVD�LWX�PHUHND�PHPHUDV�DQJJXU�����µ���4�6��

<XVXI �������������

Syari’at yang dilakukan pada masa Nabi Yusuf  ini masuk dalam 
kategori V\DU·X�PDQ�NDEODQD, yaitu syari’at orang-orang terdahulu yang boleh 
kita jadikan dalil melegalkan suatu hukum selama tidak ada dalil yang me-
nasyakhnya. Konsep asuransi yang ditawarkan pada masa Nabi Yusuf  as. ini 
adalah penyelesaian masalah yang akan dihadapi oleh masyarakat mesir berupa 
terpenuhinya bahan makanan pokok pada saat paceklik. Sehingga yang nampak 
pada asuransi ini adalah adanya saling tolong menolong antara pemerintah Mesir 
dengan rakyatnya. Asuransi seperti ini disebut sebagai asuransi yang dikelola 
langsung oleh pemerintah. Tentunya asuransi yang dikelola oleh pemerintah 
ini bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.

Menurut Hasan Ali, prinsip dasar DO�WD·PuQ dalam syari'ah ada sepuluh 
macam,20 yaitu: 3HUWDPD, Tauhid (Unity). Prinsip tauhid adalah dasar utama 
dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum yang mencerminkan nilai-
nilai ketuhanan. Sehingga anggota asuransi harus menciptakan suasana dan 
kondisi bermu’amalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak 

20  AM Hasan Ali, $VXUDQVL�GDODP�3HUVSHNWLI �+XNXP�,VODP�7HRULWLV��	�3UDNWLV� ( Jakarta: Kencana, 
2004), hal. 55.. 134
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dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam 
hati bahwa Allah SWT. selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu 
berada bersama kita.

.HGXD, Keadilan ( justice). Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai 
upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan 
perusahaan asuransi. Pertama, nasabah asuransi harus memposisikan pada 
kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan 
(premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak 
untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. 
Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana 
mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.21 
'L�VLVL�ODLQ��NHXQWXQJDQ��SURÀW��\DQJ�GLKDVLONDQ�ROHK�SHUXVDKDDQ�DVXUDQVL�GDUL�

hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati 
antara kedua belah pihak 40:60, maka realita pembagian keuntungan juga harus 
mengacu pada ketentuan tersebut. 

.HWLJD, Tolong-menolong (WD·jZ�Q). Seseorang yang masuk asuransi, sejak 
awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan 
beban temannya yang mendapatkan musibah atau kerugian. Praktik tolong 
menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentukan bisnis asuransi. 
Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan 
ELVQLV� �SURÀW� RULHQWHG�� EHUDUWL� SHUXVDKDDQ� DVXUDQVL� LWX� VXGDK� NHKLODQJDQ�

karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk dibekukan 
operasionalnya sebagai perusahaan asuransi. 

.HHPSDW, Kerja Sama (cooperation). Prinsip kerja sama merupakan 
prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia 
sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Tuhannya untuk mewujudkan 
perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang 
tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan 
sebagai makhluk sosial. Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam 
bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu 
antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, 
akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep PXëjUDEDK atau 
PXVKjUDNDK.

21  A.Kashmir, 2000, /HPEDJD�.HXDQJDQ�1RQ�%DQN, Raja Gratindo, Jakarta, hal. 5
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Konsep PXëjUDEDK dan PXVKDUDNDK adalah dua buah konsep dasar dalam 
kajian ekonomik Islam dan mcmpunyai nilai historis dalam perkembangan 
keilmuan ini. Dalam beberapa hal, PXëjUDEDK adalah bagian dari PXVKDUDNDK 
(V\LUNDK), sebagai pembedanya adalah penempatan modal (dana) antara 
kedua pihak yang terikat kerja sama. Dalam PXëjUDEDK, kewajiban untuk 
menempatkan modal hanya dilakukan oleh satu pihak yang disebut dengan 
rDKLE�DO�PjO (pemilik modal), sedangkan pihak lain menempati posisi sebagai 
PXëDULE� (pengusaha) yang menginvestasikan dana pemilik modal, sedang 
keuntungannya dibagi sesuai dengan QLVEDK kesepakatan akad. Sedangkan 
syirkah (PXVKDUDNDK) terbentuk dari penempatan modal bersama antara kedua 
belah pihak, dan keuntungannya dibagi sesuai dengan jumlah modal (dana) 
yang disertakan. 

0XëjUDEDK adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang 
mengharuskan pemilik modal (dalam hal ini nasabah asuransi) menyerahkan 
sejumlah dana (premi) kepada perusahaan asuransi (PXGKjULE) untuk dikelola. 
Dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi diinvestasikan agar memperoleh 
NHXQWXQJDQ��SURÀW��\DQJ�QDQWLQ\D�DNDQ�GLEDJL�DQWDUD�SHUXVDKDDQ�GDQ�QDVDEDK�

asuransi. Jika akadnya menyebutkan pembagian nisbah keuntungan antara 
kedua belah pihak 70:30, yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan, 
PDND� SHPEDJLDQ� SURÀW� GDUL� LQYHVWDVL� \DQJ� GLODNXNDQ� ROHK� SHUXVDKDDQ� MXJD�

harus mengacu pada ketentuan akad tersebut. Sedangkan akad PXVKjUDNDK 
dapat terwujud antara QDVDEDK dan perusahaan asuransi, jika kedua belah 
pihak bekerja sama dengan sama-sama menyerahkan modalnya untuk 
GLLQYHVWDVLNDQ�SDGD�ELGDQJ�ELGDQJ�\DQJ�PHQJXQWXQJNDQ��.HXQWXQJDQ��SURÀW��

yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai dengan porsi QLVEDK yang disepakati. 
$NDQ�WHWDSL��PHQXUXW�:DKEDK�=XKDLOL��7LGDN�VDK�PHPSRVLVLNDQ�DO�WD·PuQ dari 
segi kerjasama bagi hasil (VKLUNDW�DO�PXëjUDEDK), yakni pemilik modal dengan 
pengelola dengan sistem bagi hasil. Karena akan muncul ketidakadilan bagi 
PX·DPPDQ�ODKX (pihak tertanggung) disebabkan segala keputusan ada di tangan 
PX·DPPLQ (penanggung) serta PX·DPPDQ�ODKX�akan rugi jika tidak mendapatkan 
jaminan. Kecuali VKLUNDW�DO�PXëjUDEDK dalam DO�WD·PuQ ini menanamkan konsep 
keuntungan dibagi antara pemodal (rDKLE�DO�PjO) dan pengelola 1/4 atau 1/3.22

22��'U��:DKEDK�=XKDLOL��)LTKX�DO�,VODPL�ZD�$GLOODWXKX, 1985, Damaskus, Daru al-Fikri, jus.4, hal. 
444
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.HOLPD, Amanah (trustworthy/DO�DPDQDK). Prinsip amanah dalam organisasi 
perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) 
perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini 
perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk 
mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan 
oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan 
keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor publik. Prinsip amanah juga 
harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah 
asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar, berkaitan dengan 
pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian (peril) yang 
menimpa dirinya. Jika seorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi 
yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti 
nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara 
hukum. 

.HHQDP, Kerelaan (DO�ULëj)). Kerelaan (DO�ULëj) dapat diterapkan pada 
setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk 
merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang 
difungsikan sebagai dana sosial (WDEDUUX·). Dana sosial (WDEDUUX·) memang betul-
betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain 
jika mengalami bencana kerugian. 

.HWXMXK, Kebenaran (DO�KDN). Kebenaran adalah prinsip dasar yang akan 
menumbuhkan nilai-nilai ajaran Islam yang membawa kemaslahatan bagi 
semua orang. .HGHODSDQ, Larangan riba. Terdapat beberapa jenis riba yang 
GLNHQDO��:DKEDK�=XKDLOL�PHPEDJL�ULED�PHQMDGL�HPSDW��\DLWX�ULED�TDUGK��ULED�

jahiliah, riba fadhal, dan riba nasi’ah.23

.HVHPELODQ, Larangan PDLVLU atau TLPDU ( judi). Ketika asuransi itu 
mengandung unsur JDUDU, maka menimbulkan TLPDU. Sedangkan TLPDU sama 
dengan PDLVLU. Artinya, ada salah satu pihak yang untung tetapi ada pula pihak 
lain yang rugi.24 Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab 
tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya 
tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang 
telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan 

23  ,ELG. 719-728
24  AM Hasan Ali, $VXUDQVL�GDODP�3HUVSHNWLI �+XNXP�,VODP�7HRULWLV��	�3UDNWLV� ( Jakarta: Kencana, 

2004), hal. 55.. 134
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yang dipengaruhi oleh pengalaman under writing, di mana untung-rugi terjadi 
sebagai hasil dari ketetapan.25 

.HVHSXOXK, Larangan JDUjU (ketidakpastian). *DUjU secara bahasa adalah al-

NKLGj· (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak 
DGD�XQVXU�NHUHODDQ��:DKEDK�=XKDLOL�PHPEHUL�SFQJFUWLDQ�JDUjU dengan DO�NKDWDU�
dan DW�WDJULU, yang artinya penampilan yang menimbulkan kcrusakan (harta) 
atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan 
kebencian.26

Prinsip asuransi syari’ah ini menggambarkan konsep saling membantu, 
melindungi, bertanggungjawab, tidak adanya unsur penipuan, judi, dan riba. 
Pada asuransi syari’ah, setiap peserta sejak awal bermaksud saling tolong 
menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya 
sebagai iuran kebajikan yang disebut WDEDUUX·. Jadi sistem ini tidak menggunakan 
pengalihan resiko (ULVN� WUDQVIHU) dimana tertanggung harus membayar premi, 
tetapi lebih merupakan pembagian resiko (ULVN� VKDULQJ) dimana para peserta 
saling menanggung. 

Konsep DO�WD·PuQ�menurut para ulama terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 
DO�WD·PuQ�DO�WD·jZ�Q dan DO�WD·PuQ�EL�TLVWKLQ�VDELW. $O�7D·PuQ�WD·jZXQ secara bahasa 
artinya saling tolong menolong. Sedangkan secara istilah adalah jaminan 
sosial yang digalakkan oleh Negara untuk kemaslahatan peserta asuransi dan 
pegawainya beserta keluarganya demi memperoleh jaminan sakit, pailit dan 
lansia.27 Menurut Musthafa, DO�WD·PuQ� DW�WD·jZXQ adalah kerjasama sejumlah 
orang yang memiliki kesamaan resiko bahaya tertentu untuk mengganti 
kerugian yang menimpa salah seorang dari mereka dengan cara mengumpulkan 
sejumlah uang untuk kemudian menunaikan ganti rugi ketika terjadi resiko 
bahaya yang sudah ditetapkan.28�6HGDQJNDQ�PHQXUXW�:DKEDK�=XKDLOL��DO�WD·PuQ�

DO�WD·jZXQ adalah kesepakatan yang dilakukan oleh sejumlah orang dengan cara 
menyerahkan segala sesuatu (NXOOXQ) yang ada pada diri mereka berdasarkan 

25  Ibid.55
26�'U��:DKEDK�=XKDLOL��)LTKX�DO�,VODPL�ZD�$GLOODWXKX��������'DPDVNXV��'DUX�DO�)LNUL��-8=����KDO��

435-437
27  Dr. Muhammad Usman Sabir, 1996, $O�0X·DPDODK�$O�0DOL\DK�$O�0X·DVKLUDK�À�)LTK�DO�,VODP, 

Daru an-Nafa’is, hal. 94
28��0XVWKDID�D]�=DUTD·��1LG]DP�DO�7D·PuQ��GDUX�DO�ÀNU��KDO����
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kerjasama yang sudah ditentukan, sebagai ganjaran PXëDUDW yang menimpa 
salah satu dari mereka, dengan catatan benar-benar nyata adanya bahaya.29

$O�7D·PuQ� DO�WD·jZXQ� dalam pandangan syari’ah harus memiliki prinsip 
saling membantu (bekerjasama), melindungi, bertanggung jawab dan 
menghilangkan unsur JKDUDU. Empat prinsip ini lebih menggambarkan nuansa 
sosial dari pada ekonomi atau SURÀW� RULHQWHG� (keuntungan bisnis). Sehingga 
mengikuti asuransi yang bernuansa syari’at ini adalah bentuk keharusan. Praktik 
DO�7D·PuQ�DO�WD·jZXQ sama persis seperti praktik usaha kerjasama dan solidaritas 
yang tidak bertujuan mencari keuntungan, akan tetapi hanya untuk mengganti 
kerugian yang dialami oleh salah satu anggota asuransi. Pembiayaannya sesuai 
dengan tata cara yang dijelaskan dan disepakati.30

$O�7D·PuQ�DO�WD·jZXQ ini sesuai dengan kejadian yang dilakukan oleh kaum 
Asyariyyin, sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Abu Musa RA, Ia berkata: 
Rasulullah saw bersabda:

�ËæFà@� âÁà£�àÍàaâfáF�ËæFà@� âÁà£� çbâÉàfáF� âÁà£�àÎà»? àiá@� áÁâF�áa?èà��?àÀàN èb àV�æÑ àÙà¤â·>� áÁâF� áb è¼àá��?àÀàN èb àV
�æÇâhà̈ â·>� æ��>Èá̧ à»âeà@�>àcæD�à�ìÉæfà¤ âmà âÚ>� èÂæD� à½ȩ̀ àiàÇ�æÅâÊà̧ à£�áè�>�Ïȩ̀ àq�é æ�èÀ·>� àº?à̄� àº?à̄�Ï àiÈá»
�áÆÈá¼ àjàKâ̄ >� è½áN� çb æV>àÇ� çIâÈàN� æ�� â½áÃàbâÀ æ£� àÂ?à³�?à»�>Èá¤à à��æÎàÀÉ æbàâ�?æF� â½ææ�?àÊ æ£�á¾?à¤ à{� è¹à̄ � âÇà@

â½áÄâÀæ»�?à¿à@àÇ� ì�æ»� â½áÄà«�æÎèÉ æÈ èj·?æF� çb æV>àÇ�çÑ?à¿æD� æ�� â½áÄàÀâÊàF

´7HODK� PHQFHULWDNDQ� NHSDGD� NDPL� 0XKDPPDG� ELQ� ¶$Oj·� WHODK� PHQFHULWDNDQ�

NHSDGD�NDPL�+DPPDG�ELQ�8VDPDK�GDUL�%XUDLG�GDUL�$EL�%XUGDK�GDUL�$EL�0XVD�

EHUNDWD��1DEL�6KDOODOODKX�¶$ODKL�:DVDOODP�EHUVDEGD��6HVXQJJXKQ\D�RUDQJ�RUDQJ�

$V\D·DUL\� MLND� PHUHND� EHUSHUDQJ� DWDX� KDUWD� NHEXWXKDQ� NHOXDUJD� PHUHND� GL�

0DGLQDK�PHQLSLV�PDND�PHUHND�PHQJXPSXONDQ�DSD�VDMD�PLOLN�PHUHND�SDGD�VDWX�

SDNDLDQ� NHPXGLDQ�PHUHND�PHPEDJL� UDWD� GLDQWDUD�PHUHND� SDGD� WLDS�PDVLQJ�

PDVLQJ��PDND�PHUHND�DGDODK�EDJLDQ�GDULNX�GDQ�DNX�EDJLDQ�GDUL�PHUHND�31

Hal ini juga sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh DSN MUI (Dewan 
Syari’ah Nasional MUI); bahwa asuransi WD·jZXQ� adalah usaha saling tolong 

29��'U��:DKEDK�=XKDLOL��)LTKX�DO�,VODPL�ZD�$GLOODWXKX, 1985, Damaskus, Daru al-Fikri, juz.5, 
hal.101

30  Al-Lajnah ad-daimati lil buhutsil al-ilmiyyah wa al-ifta’, $EKDVW�KDL·DW�NLEDUX�DO�XODPD·, Saudi 
Arabiya, hal-42

31  Imam Bukhari, 6KDKLK�DO�%XNKDUL, Daru Tuku An-Najah, 1422, juz. 3, hal.138. 
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menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/
atau WDEDUUX· yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko 
tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari’at. Akad yang sesuai dengan 
syari’at tersebut maksudnya adalah akad yang tidak mengandung JDUDU 
(penipuan), perjudian, riba, penganiayaan/kezaliman, suap, barang haram dan 
maksiat.32

.HGXD,�DO�WD·PuQ�EL�TLVWKLQ�VDELW�\DLWX�DVXUDQVL�\DQJ�EHUWXMXDQ�PHQFDUL�SURÀW��

atau asuransi yang dijadikan usaha, asuransi yang memiliki premi yang pasti. 
Angsuran ini menjadi milik perusahaan asuransi sebagai ganti dari pembayaran 
yang dia tanggung jika terjadi musibah. Sehingga apabila pembayaran dari 
perusahaan lebih besar dari uang angsuran, maka ditanggung oleh perusahaan 
dan merupakan kerugiannya. Akan tetapi apabila peserta asuransi tidak 
mendapatkan musibah, maka angsuran itu menjadi milik perusahaan asuransi. 
Kasus EL� TLVWKLQ� VDELW ini masuk dalam kategori judi, karena adanya unsur 
untung-untungan. Seperti ada seseorang yang membuatkan baju seseorang, 
kemudian dia berkata: “saya akan potongkan kamu kain ini menjadi gamis. 
Jika ada kekurangan, maka aku akan menyempurnakan kekurangannya dan 
jika ada lebihnya, maka aku akan ambil lebihnya.33 Akad ini menggambarkan 
tentang kewajiban seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi 
yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta 
asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi dan jika tidak mendapat 
kecelakaan, ia tidak diberi ganti rugi.

D. Qiyjs Sebagai Dalil Hukum Islam

4L\jV secara bahasa adalah penyamaan, ukuran atau pengambilan hukum 
dengan analogi.34 Sedangkan adapun TL\jV secara istilah adalah:

�?Ä¼´V �Ï¸£ �s¿ �Ø �Î¤¯>Ç �²?�D �ÈÃ �7 ��Ê·ÈqØ> �\Ùíq> �� �l?Ê°·>

32  Fatwa DSN No 21?DSN-MUI/IX/2001, hal.5
33  Al-Mawardi, $O�+DZL�DO�.DELU, juz.5, hal.443. Teks Arabnya:
ÎÄR���>È¬¸K]>�?�DÇ�)�²?¬J?F�¾>fVÇ�bi?«�>dÄ«�Ía?Éh·>�Md]@�a>g�ÂDÇ�ÅK¼�@�s°¿�ÂE«�?rÊ¼¯�µ·�Å¤í¯@�?¿@�7�º?°«�¹Rf·�?FÈN�d]@�

>dÃÇ�Î¤É?G»�ÎÀF>h�>�ÂÚ�7�ÎÀF>h��kÊ·Ç�e?¼¯Ç�Íf{?��Å¿Ú�bj¬É�?�D�7�ÅÀ£��>�Ëue�)�Ë¤«?n·>�º?¯Ç�)�ÎÀF>h�>�ÏÀ¤»���Å¿Ú�7�µ·?»�º?°«�Æa?j«�
)�ÎÀF>h�>Ç�¥ÊG·?F�ÅÀ»�ÅGm@�Íf{?^�>Ç�e?¼°·?F�e?r«�Å·bF�Ëí¤É�Ø�?»�Ía?Éh·>�ÅÀ£�d]AÉÇ�ÅuÈ£�d]AÉ�Ø�?»�Â?r°À·>�ÅÀ£�¥«bÉ�Â@�Ï¸£�¦ÈuÈ»�
½¸£@��>Ç�+

34  Atabik ‘Ali, .DPXV�.UDI\DN�DO�$VKUL��������0XOWL�.DU\D�*UDÀND�3RQGRN�3HVDQWUHQ�.UDS\DN��
Yogyakarta, hal. 1479
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����K¤¯>È·>�ÌÇ?jK·�sÀ·>�ÅF�aeÇ�Ìd·>�½´�>���?Ä¼´}�s¿�aeÇ�Î¤¯>ÈF
+½´�>�>dÃ�Î¸£

´4L\DV� PHQXUXW� XODPD·� 8rXO� )LTK� DGDODK� PHQ\DPDNDQ� KXNXP� V\DUD·� \DQJ�

VXGDK�DGD�QDVK�KXNXPQ\D�GHQJDQ�VDWX�NDVXV�ODLQ�\DQJ�PDVLK�EHOXP�DGD�QDVK�

KXNXPQ\D��NDUHQD�NHGXDQ\D�PHPSXQ\DL�SHUVDPDDQ�¶LOODW���

Pengertian TL\DV yang dipaparkan  oleh ulama’ Uêul Fiqh ini menggambar-
kan TL\DV�merupakan suatu metode menetapkan hukum dengan cara analogi, 
yaitu menyamakan hukum suatu persoalan yang tidak ada nashnya dengan 
kasus yang sudah ada naênya karena ada kesamaan ¶LOODW dua kasus tersebut.

Jumhur ulama’ sepakat bahwa TL\DV adalah merupakan salah satu dalil 
pembentukan hukum Islam. Bagi ulama’ yang menjadikan TL\DV sebagai dalil 
hukum memiliki argumentasi yang kuat dari QDVK��6HEDJDLPDQD�ÀUPDQ�$OODK�

swt. yang berbunyi:

� âÂæEà« � â½ á́ âÀæ» �æfâ»à âÚ> �Ëæ·Çá@àÇ � àºÈ áièf·> �>Èá¤Ê æ{à@àÇ �àè�> �>Èá¤Ê æ{à@ �>ÈáÀà»B � àÁÉ ædè·> �?àÄéÉà@ �?àÉ
�æf æ] âÜ>�æ¾âÈàÊâ·>àÇ�æ

è�?æF� àÂÈáÀæ»â×áJ� â½áKâÀá³� âÂæD� æºÈ áièf·>àÇ�æè�>� à�æD�áÆÇéaáfà«�çÑ âË àm� æ�� â½áK â£àg?àÀàJ
ÙÉæÇâAàJ� áÁ àj âVà@àÇ�äâ� à]� àµæ·àc

´+DL�RUDQJ�RUDQJ�\DQJ�EHULPDQ��WDDWLODK�$OODK�GDQ�WDDWLODK�5DVXO��1\D���GDQ�XOLO�

DPUL�GL�DQWDUD�NDPX��.HPXGLDQ�MLND�NDPX�EHUODLQDQ�SHQGDSDW�WHQWDQJ�VHVXDWX��

PDND�NHPEDOLNDQODK�LD�NHSDGD�$OODK��DO�4XU·DQ��GDQ�5DVXO��VXQQDKQ\D���MLND�

NDPX�EHQDU�EHQDU�EHULPDQ�NHSDGD�$OODK�GDQ�KDUL�NHPXGLDQ��<DQJ�GHPLNLDQ�LWX�

OHELK�XWDPD��EDJLPX��GDQ�OHELK�EDLN�DNLEDWQ\D���4V��DO�1LVj·����

Surat al-Nisà’ ayat 59 ini menunjukkan perintah Allah kepada kaum 
mukmin agar mengembalikan segala sesuatunya kepada al-Qur’an dan al-
Hadith. Sehingga tidak diragukan lagi, bahwa yang dimaksud mengembalikan 
kepada al-Qur’an dan al-Hadith disini adalah dengan menggunakan metode 
TL\DV.36 Ayat lain yang menunjukkan perintah menggunakan metode TL\jV 
DGDODK�ÀUPDQ�$OODK�\DQJ�EHUEXQ\L�

35  Abdul Wahhab Khallaf, ¶,OPX�8VKXO�DO�)LTK�(Cairo: Dar al-Qalam), 1978, hal. 52
36  ,ELG. 53
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æe? àrâFà âÚ>�Ëæ·Çá@�?àÉ�>Çá æ�àK â£?à«

´0DND�DPELOODK��NHMDGLDQ�LWX��XQWXN�PHQMDGL�SHODMDUDQ��KDL�RUDQJ�RUDQJ�\DQJ�

PHPSXQ\DL�ZDZDVDQ���4V��DO�+DVKU���

Adapun Hadith yang dapat dijadikan dalil TL\jV sebagai sumber hukum 
adalah Hadith dari Ibnu Abbàs yang berbunyi:

�ç â�àG áR� æÁâF� æbÊæ¤ ài� âÁà£�çf ânæF�ËæFà@� âÁà£�àÎà¿>àÈà£�ÈáFà@�?àÀàN èb àV� à¹Ê æ£? à â�æD� áÁâF�Ï àiÈá»�?àÀàN èb àV
�Ïȩ̀ àq�ì æ�èÀ·>� à�æD� âMàÑ? àR�àÎàÀâÊàÄ áR� âÁæ»�ãÍà@àfâ»>� èÂà@�?à¼áÄâÀà£�á

è�>� àË æuàe� çl?èGà£� æÁâF>� âÁà£
� éT áVàAà«à@� âLàJ?à»�ÏèK àV� èTáà�� â½à̧à«� èTáà�� âÂà@� âMàeàdà¿�Ëì»á@� èÂæD� âLà·?à°à«� à½ȩ̀ àiàÇ�æÅâÊà̧ à£�áè�>
�>È ávâ̄ >�ãÎàÊ æu?à̄ � æLâÀá³à@� äÁâÉàa� æµì»á@�Ïà̧ à£� àÂ?à³� âÈà·� æLâÉà@àeà@�?àÄâÀà£�Ë ìS áV� â½à¤à¿� àº?à̄ �?àÄâÀà£

%Ìe?^G·>�Æ>Çe&��æÑ?à«àÈâ·?æF� é± àVà@�áè�?à«�àè�>

´'DUL�,EQX�$EEDV��VHRUDQJ�SHUHPSXDQ�GDUL�NDELODK�MXKDLQDK�WHODK�GDWDQJ�NHSDGD�

1DEL��,D�EHUWDQ\D��VHVXQJJXKQ\D�LEXNX�WHODK�EHUQD]DU�DNDQ�SHUJL�KDML��WHWDSL�LD�

WLGDN�PHODNVDQDNDQQ\D�VDPSDL�LD�ZDIDW��$SDNDK�EROHK�VD\D�PHQJHUMDNDQ�KDML�

XQWXN�LEXNX�LWX"�1DEL�PHQMDZDE�\D�EROHK��NHUMDNDQODK�KDML�XQWXNQ\D��%DJDLPDQD�

SHQGDSDWPX�NDODX�LEXPX�VHZDNWX�ZDIDW�PHQLQJJDONDQ�XWDQJ�EXNDQNDK�HQJNDX�

\DQJ�PHPED\DUQ\D"�+HQGDNODK�NDPX�ED\DU�KDN�$OODK�VHEDE�KDN�$OODK�LWX�OHELK�

XWDPD�XQWXN�GLSHQXKL���+�5��%XNKDUL���

Ayat Al-Qur’an dan al-Hadith di atas menunjukkan TL\DV�merupakan salah 
satu dalil yang bisa dijadikan argumentasi dalam menetapkan hukum Islam. 
Untuk keabsahan TL\DV, maka TL\DV memerlukan beberapa syarat dan rukun. 
Rukun-rukun TL\DV antara lain : asal (PDTLV� ¶DODLK), cabang (PDTLV), ‘illat dan 
hukum asal. Masing-masing dari rukun tersebut memiliki syarat yang harus 
dipenuhi, agar keberadaannya sebagai rukun dapat diabsahkan. 

Para ulama’ berbeda pendapat tentang asal, ada yang mengatakan bahwa 
asal adalah kasus yang mengandung sebuah aturan hukum (PDKDOOXO�KXNPL). 
Sebagian yang lain mengatakan bahwa asal adalah QDVK yang mendasari hukum  
dari kasus tersebut. Imam Al-Subky lebih menyetujui pemaknaan asal dengan 
makna pertama. Sebab yang dianalogikan bukanlah dalilnya, akan tetapi kasus 

37  Imam Bukhari, 6KDKLK�DO�%XNKDUL, Daru Tuku An-Najah, 1422, juz. 3, hal.18
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yang mengandung hukum.38 Sedangkan untuk keabsahan suatu kasus menjadi 
asal disyaratkan kasus tersebut bukan merupakan cabang dari asal yang lain. 
Dengan kata lain, hukum yang melekat pada asal bukanlah hukum yang 
diperoleh dari TL\DV�39 

Hukum asal adalah hukum yang melekat pada asal dan diqiyaskan 
pada cabang. Hukum asal baru bisa dijadikan salah satu rukun TL\DV ketika 
memenuhi beberapa syarat. 3HUWDPD, hukum tersebut tidak khusus pada asal 
saja, dalam arti bisa dimiliki dan dijalarkan pada kasus lain. .HGXD, hukum asal 
tersebut harus bisa dinalar alasannya (PD·T�ODWL�DO�PD·QD). .HWLJD, hukum asal 
tersebut tidak mencakup pada kasus cabang dengan segala bentuk GDOjODK yang 
ada. Sedangkan ¶LOODW adalah merupakan benang merah yang menyambungkan 
antara cabang dan asal. Dengan adanya benang merah inilah, hukum yang ada 
pada asal bisa dijalarkan pada cabang.

Cabang adalah kasus yang ingin dicari label hukumnya melalui proses 
TL\DV. Suatu kasus baru sah untuk dijadikan cabang bila memenuhi beberapa 
syarat. 3HUWDPD, tidak ada satupun QDVK atau LMPD· yang menyinggung hukum 
cabang. Sebab, bila hukum cabang telah diperoleh dengan LMPD’ atau dari QDVK, 
maka keberadaan TL\DV�tidak dibutuhkan lagi. .HGXD, pensyari’atan hukum yang 
ada pada cabang tidak mendahului pensyariatan hukum asal. .HWLJD, tidak ada 
perbedaan dengan asal.

Operasional penggunaan TL\DV dimulai dengan mengeluarkan hukum 
yang ada pada teks (aêl). Cara ini memerlukan kerja nalar yang luar biasa dan 
tidak cukup hanya dengan pemahaman makna ODIDv saja. Tetapi harus sesuai 
dengan prosedur LVWLQEDt. Hingga kemudian seseorang PXMWDKLG menemukan 
UHDVRQ (‘LOODW) disyari’atkannya hukum tersebut. Selanjutnya PXMWDKLG�meneliti 
dan mencari serta menetapkan ada tidaknya ¶LOODW tersebut pada kasus yang 
belum ada QDVK hukumnya (IDU·). Setelah benar-benar terbukti bahwa pada IDU· 
(kasus cabang) terdapat ¶LOODW yang sama pada hukum asal, maka status hukum 
yang ada pada aêl dapat dijalarkan pada IDU· dengan jalan analogi (TL\DV). Maka 
dengan demikian, status hukum IjU· (cabang) sama dengan hukum aêl yang 
memang dari awal bersumber dari teks al-Qur’an dan al-Hadis.

38 Tajuddin Asy-Subky, -DP·X�DO�-DZDPL·, 2003, Bairut: Libanon, juz.2, hal.209
39'U��:DKEDK�=XKDLOL��)LTKX� DO�,VODPL�ZD�$GLOODWXKX, 1985, Damaskus, Daru al-Fikri,  juz.1, 

hal.603
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E. Ilhaq Konsep BPJS dengan al-Ta’mìn

Konsep LOKDT�dengan dalil TL\DV�pada kasus ini adalah menyamakan kasus  
BPJS yang tidak ada QDVK hukumnya dengan DO�7D·PuQ�yang ada QDVK�hukumnya, 
dengan cara menyamakan ¶LOODW yang mempersatukan antara cabang dan asal. 
Dengan adanya ¶LOODW ini, hukum yang ada pada asal bisa ditransfer pada cabang. 
Unsur pokok pada kasus LOKDT�ini ada empat macam: 3HUWDPD, IDU· (kasus baru) 
yang membutuhkan sebuah solusi hukum, yakni BPJS. .HGXD, DVKO (kasus 
asal) yang ada dalam sumber-sumber utama al-Qur’an, al-Hadith dan Ijma’, 
yakni DO�WD·PuQ. .HWLJD, ¶LOODW (alasan), sifat umum yang ada pada BPJS dan al-

WD·PuQ. .HHPSDW, hukum yang dihubungkan kepada kasus baru (BPJS), karena 
kesamaan antara dua kasus yang ditransfer dari kasus lama (DO�WD·PuQ) ke kasus 
baru (BPJS).

BPJS ini dapat di LOKDT�kan dengan adanya asumsi bahwa BPJS adalah 
kasus yang tidak dibicarakan oleh teks secara langsung dan manusia perlu 
untuk mengubah aturan yang eksplisit di dalam teks kepada kasus baru itu. 
Oleh sebab itu, BPJS bisa menjadi IDU· bagi DO�WD·PuQ, jika mempunyai kesamaan 
dengan DO�7D·PuQ. Hal ini adalah merupakan metafora dari sebuah pohon yang 
tidak mungkin tidak mempunyai batang dan cabang. Sedangkan DO�WD·PuQ 
DGDODK�PHUXSDNDQ�NDVXV�DVDO�\DQJ�GDSDW�GLLGHQWLÀNDVL�PHODOXL�WHNV�GDQ�LMPD’.

$O�7D·PuQ adalah merupakan aêl (kasus asal) yang mempunyai landasan 
dalil tentang DPDOL\DK� yang ada pada DO�WD·PuQ. Yakni sabda Rasulullah tentang 
kaum�DO�DV\DUL\\uQ, dari Abu Musa ra. Ia berkata: Rasulullah saw bersabda:

�ËæFà@� âÁà£�àÍàaâfáF�ËæFà@� âÁà£� çbâÉàfáF� âÁà£�àÎà»? àiá@� áÁâF�áa?èà��?àÀàN èb àV�æÑ àÙà¤â·>� áÁâF� áb è¼àá��?àÀàN èb àV
�æÇâhà̈ â·>� æ��>Èá̧ à»âeà@�>àcæD�à�ìÉæfà¤ âmà âÚ>� èÂæD� à½ȩ̀ àiàÇ�æÅâÊà̧ à£�áè�>�Ïȩ̀ àq�é æ�èÀ·>� àº?à̄� àº?à̄�Ï àiÈá»
�áÆÈá¼ àjàKâ̄ >� è½áN� çb æV>àÇ� çIâÈàN� æ�� â½áÃàbâÀ æ£� àÂ?à³�?à»�>Èá¤à à��æÎàÀÉ æbàâ�?æF� â½ææ�?àÊ æ£�á¾?à¤ à{� è¹à̄ � âÇà@

â½áÄâÀæ»�?à¿à@àÇ� ì�æ»� â½áÄà«�æÎèÉ æÈ èj·?æF� çb æV>àÇ�çÑ?à¿æD� æ�� â½áÄàÀâÊàF

´7HODK�PHQFHULWDNDQ�NHSDGD�NDPL�0XKDPPDG�ELQ� ¶$ODD·� WHODK�PHQFHULWDNDQ�

NHSDGD�NDPL�+DPPDG�ELQ�8VDPDK�GDUL�%XUDLG�GDUL�$EL�%XUGDK�GDUL�$EL�0XVD�

EHUNDWD��1DEL�6KDOODOODKX�¶$ODKL�:DVDOODP�EHUVDEGD��6HVXQJJXKQ\D�RUDQJ�RUDQJ�

$V\D·DUL\� MLND� PHUHND� EHUSHUDQJ� DWDX� KDUWD� NHEXWXKDQ� NHOXDUJD� PHUHND� GL�

0DGLQDK�PHQLSLV�PDND�PHUHND�PHQJXPSXONDQ�DSD�VDMD�PLOLN�PHUHND�SDGD�VDWX�
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SDNDLDQ� NHPXGLDQ�PHUHND�PHPEDJL� UDWD� GLDQWDUD�PHUHND� SDGD� WLDS�PDVLQJ�

PDVLQJ��PDND�PHUHND�DGDODK�EDJLDQ�GDULNX�GDQ�DNX�EDJLDQ�GDUL�PHUHND�µ

Gambaran yang muncul pada Hadith di atas adalah PX·DPPLQ sebagai 
pakaian atau wadah yang menjadi tempat penyimpanan dana. Sedangkan orang 
yang mengumpulkan harta mereka pada satu pakaian adalah PX·DPPDQ�ODKX� 
Sedangkan ¶LOODW kebolehan DO�7D·PuQ� adalah karena adanya WD·DZXQ (tolong 
menolong) antara PX·DPPDQ�ODKX�yang menjadi anggota DO�7D·PuQ. Sedangkan 
BPJS yang digalakkan pemerintah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah 
terhadap jaminan kesehatan masyarakat yang menggambarkan konsep WD·DZXQ 
(tolong menolong) antara sesama peserta BPJS. Sehingga apabila ada peserta 
yang tidak mampu membayar premi (iuran), maka pemerintah yang menjamin 
terhadap kekurangan tersebut melalui BPJS dan tidak ada sangsi karna adanya 
keterlambatan pembayaran premi. Sehingga BPJS ini masuk dalam kategori 
DNDG�V\LUNDK�WD·PLQ�WD·DZXQ (akad kerjasama asuransi tolong menolong), yaitu 
suatu akad kesepakatan yang dilakukan oleh sejumlah orang dengan cara 
menyerahkan segala sesuatu (NXOOXQ) yang ada pada diri mereka berdasarkan 
kerjasama yang sudah ditentukan, sebagai ganjaran PXGKDUDW yang menimpa 
salah satu dari mereka, dengan catatan benar-benar nyata adanya bahaya.

Jaminan Sosial ini menunnjukkan adanya pergerakan yang dilakukan oleh 
Negara yang sepakat menjamin anggota BPJS ketika mendapatkan bahaya, 
dengan menggunakan iuran yang dibayar oleh masing-masing anggota dan 
jaminan dari pemerintah bagi yang tidak mampu. Sebagian orang mengatakan 
BPJS meliputi JDUDU, karena anggota BPJS tidak tahu berapa uang yang akan 
diserahkannya (batas waktu iuran) dan tidak tahu ukuran manfaat yang dia 
akan peroleh. Sehingga akadnya IDVDG (rusak) dalam PX·DPDODK. Akan tetapi 
DPDOL\DK� BPJS diatas dikecualikan jika BPJS menanamkan konsep asuransi 
WD·DZXQ��Karena asuransi WD·DZXQ� ini sebenarnya adalah akad WDEDUUX· yang 
bertujuan saling tolong menolong dan tidak bertujuan mencari keuntungan. 
Sehingga konsekwensinya akad ini tidak mengandung riba, PXNKDWKDUDK�
(spekulasi), TLPDU (perjudian) dan JKDUDU (penipuan). Berbeda halnya kalau 
premi yang dibayarkan oleh masing-masing anggota tersebut disimpan lalu 
dikembangkan oleh pengelola BPJS sehingga memperoleh hasil yang banyak, 
maka hal ini masuk dalam kategori riba.

Hadith dari Abu Musa ra. dan fatwa DSN MUI tentang konsep tolong 
menolong adalah sejalan dengan konsep asuransi WD·DZXQ� yang berupaya 
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mewujudkan konsep tolong menolong dalam menanggulangi musibah. Karena 
memang hakikat manusia adalah merupakan makhluk yang butuh terhadap 
orang lain, sehingga mereka harus saling tolong menolong. ¶,OODW�kebolehan al-

WD·PuQ�ini tersirat dalam Firman Allah SWT yang berbunyi:

æÂ>Ç âbá¤â·>àÇ� æ½âNæ âÞ>�Ïà̧ à£�>Èá¿àÇ?¤àJ�ØàÇ�ÐÈâ°èK·>àÇ�ì æ�â·>�Ïà̧ à£�>Èá¿àÇ?¤àJàÇ

´7RORQJ� PHQRORQJODK� GL� GDODP� NHEDLNDQ� GDQ� WDNZD�� GDQ� MDQJDQODK� WRORQJ�

PHQRORQJ�GDODP�EHUEXDW�GRVD�GDQ�SHODQJJDUDQ�µ�(Q.S. al-Mà’idah: 2)

Makna kebaikan pada ayat di atas adalah memperbanyak melakukan 
kebaikan kepada manusia. Sehingga ketika seseorang mengikuti BPJS, maka 
secara tidak langsung membantu orang lain yang dalam keadaan susah atau 
membantu orang yang mendapatkan musibah. Sehingga seyayogyanya harus 
dilakukan oleh semua orang. Akad yang terkandung dalam BPJS ini meliputi 
akad WDEDUUX· yang dibentuk dengan model VKLUNDK�(kerjasama) diantara sesama 
anggota asuransi (polis) dengan format memberikan KLEEDK kepada anggota 
peserta lain yang mendapatkan musibah.

F. Kesimpulan

BPJS dalam hukum Islam hanya memperbolehkan BPJS yang memiliki 
prinsip saling tolong menolong, yakni prinsip saling membantu (bekerjasama), 
melindungi, bertanggung jawab dan menghilangkan unsur JDUDU. Empat prinsip 
ini lebih menggambarkan nuansa sosial dari pada ekonomi atau SURÀW�RULHQWHG�
(keuntungan bisnis). Sehingga BPJS ini sama persis seperti praktik WD·PuQ�
WD·jZXQ, yaitu usaha kerjasama dan solidaritas yang tidak bertujuan mencari 
keuntungan, akan tetapi hanya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh 
salah satu anggota asuransi. Sehingga BPJS hukumnya boleh dengan melihat 
anggota BPJS sebagai PXWDEDUUL· dengan syarat tidak ada unsur sangsi karena 
adanya keterlambatan pembayaran premi. 
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